BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana telah penulis paparkan pada bab-
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi belum mengatur
mengenai  pengembalian  kerugian keuangan negara terhadap
tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan
para ahli warisnya menolak warisan. Namun berdasarkan hasil
penelitian, terdapat dua upaya pengembalian kerugian keuangan negara
yang tersangka/terdakwa meninggal dunia dan ahli waris menolak
warisan. Upaya pertama yaitu, sanksi pidana dalam UU TIPIKOR harus
dikonstruksikan terlebih dahulu sebagai hutang, karena mempunyai
kesamaan yaitu adanya kewajiban hukum yang mengharuskan seseorang
melakukan suatu prestasi, selain itu terdapat pihak yang menerima
prestasi dan terdapat pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, serta
adanya pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya prestasi
tersebut. Upaya kedua yaitu melihat terdapat kesamaan munculnya
perikatan antara kreditor dan debior dengan Negara dan pelaku korupsi.
Kesamaan munculnya perikatan tersebut karena adanya perbuatan yang
melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal
ini Negara yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh pelaku korupsi, maka karena perbuatan tersebut sehingga
memunculkan perikatan antara Negara dengan palaku korupsi dan
mewajibkan pelaku korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan
negara yang kemudian dianggap sebagai prestasi atau utang pelaku
korupsi kepada negara. Oleh karena adanya perikatan antara keduanya
serta adanya prestasi berupa mengembaikan kerugian keuangan negara,
maka hubungan Negara dan pelaku korupsi sama dengan hubungan
kreditor dan debitor dalam hukum perdata. Sehingga berdasarkan kedua

upaya tersebut, maka Pasal 1061 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap
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pengembalian kerugian keuangan negara yang Tersangka/Terdakwa
meninggal dunia dan ahli waris secara perdata menolak warisan. Negara
berdasarkan Pasal 1061 KUHPerdata dapat mengajukan permohonan ke
pengadilan agar diberi kuasa untuk menerima harta warisan yang telah
ditolak oleh ahli waris. Penerimaan harta warisan tersebut hanya berupa
harta kekayaan (aktiva), sedangkan utang-utang pewaris (Pasiva) tidak
diterima oleh Negara. Pengembalian kerugian keuangan tersebut hanya
sebatas utang milik pewaris dalam hal ini sebesar jumlah kerugian
keuangan negara yang muncul karena perbuatan pelaku. Selain itu,
pembayaran utang tersebut hanya sebatas jumlah harta warisan yang
ditinggalkan, sehingga apabila harta warisan tidak mencukupi untuk
membayar kerugian keuangan negara, maka tidak dapat dimintakan
kepada siapapun mengingat para ahli warisan telah menolak warisan
sehingga mereka dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai hak
untuk menerima harta warisan serta berkewajiban untuk membayarkan
piutang pewaris.

. Terkait dengan pendahuluan pemenuhan kewajiban antara pengembalian
kerugian keuangan negara dengan pembayaran piutang terhadap kreditor
lain. Harus dilihat terlebih dahulu kedudukan objek yang menjadi
sengketa. Apabila objek sengketa tersebut diletakan hak kebendaan yang
sifatnya istimewa dan negara tidak dapat membuktikan bahwa harta
tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi, maka harta tersebut tidak
dapat disita untuk pemenuhan kewajiban pengembalian kerugian
keuangan negara, karena objek sengketa yang telah diletakan hak
kebendaan yang sifatnya istimewa lebih didahulukan kepada pihak yang
memegang sertifikat kebendaan dengan hak istimewa tersebut
terkhususnya jika tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut berasal
dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika harta warisan tersebut
terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan baik harta tersebut
diletakkan hak kebendaan yang sifatnya istimewa, maka Negara
mempunyai hak untuk didahulukan meskipun terdapat pihak lain yang

memengang sertifikat kebendaan tersebut. Selain itu, dalam hal
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pendahuluan pemenuhan kewajiban, Negara mempunyai kedudukan
yang penting, namun kedudukan Negara tersebut harus melihat pihak
dengan kedudukan yang lebih penting sebagaimana diatur dalam Pasal
1139 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
X1/2013.

5.2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil pembahasan ini adalah
sebagai berikut:

1. Diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai pengembalian
kerugian keuangan negara yang tersangka/terdakwa tindak pidana
korupsi meninggal dunia dan para ahli waris menolak warisan. Hal ini
dikarenakan aturan yang lama hanya mengatur bahwa terhadap
tersangka/terdakwa  yang meninggal dunia pada saat
penyidikan/pemeriksaan di persidangan dapat diajukan gugatan perdata
terhadap ahli warisnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketika
perkara pidana dilimpahkan dan menjadi bagian dari perkara perdata,
maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata umum.
Sedangakn pada hukum acara perdata terdapat asas yang mendalilkan
yang harus membuktikan, sehingga dalam hukum acara perdata umum
tidak mengenal pembuktian terbalik. Selain itu, penyitaan benda yang
diduga atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi hanya
dapat dilakukan jika majelis hakim mengabulkannya dalam putusan sela.

2. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk
mempermudah dilakukan peramapasan aset dengan metode NCB (Non-
Convietion Based Asset Forfeiture), hal ini ditujukan untuk menghindari
dialihkannya harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi milik
tersangka/terdakwa yang telah meninggal dunia oleh pihak lain yang
mempunyai hak atas harta tersebut.

3. Kepada pihak kreditor yang beritikad baik lebih berhati-hati dalam hal
pemberian pinjaman kepada orang lain sekalipun pinjaman tersebut
mempunyai jaminan. Hal ini dikarenakan apabila objek jaminan

merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka kreditor yang beritikad
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baik tersebut hanya dapat memintakan pertanggung jawaban kepada
debitor yang merupakan tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
Sekalipun kreditor yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan
terhadap putusan hakim mengenai perampasan barang milik kreditor
tersebut, namun keberatan tersebut tidak menghentikan proses penyitaan.
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